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Mengingat

BUPATI CIANJUR
PRCVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CiANJUR

NOMOR 5d IAHI-IN 2OI9

TENTANG 
.

PtrMBANGUNAN DESA .

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: bahwa .rrrirk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peratr-lran
Bupati tentang Pembangunan Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a95);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Ta.hun 2A14 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

3" Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
I23, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 47 Ta-hmn

2015 tentapg Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan felaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahrrn 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); "
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2Al4 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
2Oea);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 201S
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Musyawarah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4
Tahun 2015 tentang Desa (Lembar Daerah Tahun
2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN EUPiTI TENTANG PEMBANGUNAN DESA.

4.

6.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan p.merirrtahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Jebagai-unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Cianjur yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk *.rrgltrr dan -"r,glrrfurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asar usri, dan/atau hak tradisionai yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6' Kewenangan Desa adaiah _kewenangan yang aimitit<i Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggu".aun Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kernasyarakatan Desa,, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sefempat daiam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pemerintah Desa adala.h kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelen ggara Pemerintahan
Desa.
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10.

i 1.

t2.

13.

14"

15.

t6.

t7.

18.

19,

a.J

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut d.engan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wa.kil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wiiayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Perrnusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyaw'arah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan D'es;a yang didanai oleh Anggaran pendapatan
dan Beianja Desa, swadaya masyarakat Desa, danf atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daererh KabuJ:aten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersima Badan
Permusyawaratan Desa. ,.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa clengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya rnelalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumbei dana, k.teLbagaar,,
sarana prasarana fisik dan sosiai, kearifan lokal, iimu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
Rencana Pembangllnan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan pembangunan.Desa untuk 3arigkawaktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKp Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RpJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka rvaktu 1 (satu) tahun yang aka,
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah kabupaten
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan baring yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewaiiban Desa.

20.

21.



23.

24.

(1)

(2)

22.
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Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asii Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut ApB Desa,
adaiah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Dana Desa adaiah dana yang bersurnber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang diiransfir melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan besr, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran pend"apatan dan Belanja
Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masySrakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah f)esa dalam memberdayakan masyarakat.

,.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adarah sebagai pedoman
dan/atau acuan serta landasan hukr;m dalam menyusun, menetapkan,
melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevalua'si
pelaksanaan rencana Pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan
membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. rnengoptimalkanpartisipasi masyarakat;
c" menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif , berkeadilan dan berkelanjutan;
d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan
pembangunan di tingkat desa, antar desa, antar ruang, antar *aktu,
antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;

e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan penga*asa., serta
evaluasi; dan

f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraa.n sistem
perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3 !

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuaidengan kewenangannya d.engan ,.,engaclr pada perenca.na.a-n
pembangunan Daerah.

25.

26.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan. rnelibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pemba.ngunan Desa.

(1)
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(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desasebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), pemerintah D."a
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desasebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desi-,
dan/atau pihak ketiga.

(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4\ di wilayahnya.

Pasal 4

Pembangunan Desa sebagaimand'dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB'II

PERENCANAAN PtrMRANGUNAN DESA

na[ian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan RPJM Desa dan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Kepala Desa.

(4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RP.IM Desa !

ParagraI I

Umum

Pasai 7

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi"dan misi kepala Desa, arah kebijakan
Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan [{asyarakat Desa.
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{2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pendataan Desa;
c. penyusunan tata ruang Desa;
d. penyelenggaraan Musyawarah Desa ;

e. pengelolaan informasi Desa;
f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
h. penyeienggaraan kerjasama antar Desa'
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:
a. pembangLlnan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahtl;
2. jalan pemukiman; t
3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tepaga mikrohidro;
5. lingkungan permrtkiman masyarakat desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasiiingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pernbinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
antara iain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi; !

6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
B. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. gudang pendingin;
12. tempat pelelangan ikern;
13. kandang ternak;
14. instalasi biogas;
15. mesin pakan ternak; dan
16. sarana dan prasarana ekon<;mi lainnya sesuai kondisi Desa.
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e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pernbuatanterasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4" perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan LembagaKemasyarakatan;
b penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan kerukunan umat beragama;
d. pengadaan sarana dan prasa-rana olah raga;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan kesenian dan sosial budeiya masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
a. pelatihan usaha ekr:nomi, per/anian, perikanan dan perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna;
c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat

Desa, dan Badan Pemusyawaratan f)esa;
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara iain:

1. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
B. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

(1) Kepaia Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsu.r masyarakat Desa terdiri anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur rukun tetangga atau
rukun \Marga, Llnsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur tokoh masyarakat
dan unsur perempuan.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi oUlet<tif Desa dan
prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi: !

a. pembentukan tim penyusun RP.JM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pengkajian Keadaan Desa;
d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana Pembangunan Desamelalui Musyawarah

Perencanaan Pembanguhan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.
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Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(1) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga Pemberdayaan

Masyarakat, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud padq ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebeias) orang.

(4) Tim peny'usun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
keterwakilan perempuan. t

(5) Ketentuan mengenai tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala I)esa.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut-:
a. penyelarasan arah kebrjakan Pembangunan daerah;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RP.JM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal I 1

(1) Tim pel-lyusun RPJM Desa melakukan penyeiarasan arah kebijakan
pembanguna,n daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebrjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
daerah dengan Pembangunan Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan iniormasi
tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksurd
pada ayat (2\ paling sedikit meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b. rencana strategis perangkat daerah; !

c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; d.an
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 12

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
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(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana prograrn dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b.

Pengkajian Keadaan Desa sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dilakul<an
dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian Keadaan Desa sedagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan Data Desa;
b. penggalian gagasan masyerakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c meniadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data ciari dokumen Data Desa; dan
b. pembandingan Data Desa dengan kondisi desa terkini.
Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangu.nan, dan sumber
daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format Data Desa.

(4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (s), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Dgsa dalam 

-rangka

penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 15

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi Pemerintah Desa dalam merumuskan usulan rencana
kegiatan.

(41

(1)

(2)

(3)

(3)

(s)

(1)

(2)

(1)

(2)



(s)

(1)

{2t

(s)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasai 16

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diiakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa
sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani; t
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin; t.

h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin; dan
k. kelompok masyarakat lain sesuai d,engan kondisi sosial budaya

masyarakat Desa"

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat
kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2i, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 18 !

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan renaana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

1i

Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
desa"

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara"

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke

Desa;
c. data rencana program pernbangunan kawasan perdesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun

dan/ atau keiompok masyarakat.

Pasal 20

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa. r
Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan
Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka penlrusunan rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desamelalui Musyawarah Desa
' Pasal 21

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 22

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l membahas
dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari

visi dan misi Kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatiln penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara teraiah y..rg
dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
membahas sebagai berikuL:
a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
b. priorita.s rencana kegiatan d.*a dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rerrcana kegiatan Pembangunan Desa; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh

perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

(3)
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Fasal 23

(1) Hasitr kesepakatan dalam Musyauzarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 22, dituangkan dalam Lrerita acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal24

(1) Tim penyusun RPJM Desa menylrsun rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2\ Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format rancangan RPJM Desa.

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal24.

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat" (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

F'aragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa"

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat,

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat'(2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b, tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayhni
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan keiompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.



(4)

(l)

(2)

(4\

(1)

(2)
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Selain r.rnsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal27

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa.

I{asil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dqn Perubahan RPJM Desa

Pasal 28

(1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan. RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan Musyawarah Pbrencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 .

(2) Rancangan RPJM Desa sebdgaimana dimaksud pa<1a ayat (1) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan
badan Permusyawaratan Desa .r.rtrk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atar-r
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, danf atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Faragraf I

Umum !

Pasal 30

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP f)esa sebagai penjabaran RR]M Desa"

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
Pemerintah Daerah berkaitan .dengan pagLl indikatif desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, pernerintah daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun
berjalan.
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(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
september tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa"

Pasai 3 1

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah

Desa;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif desa dan peovelarasan programf

kegiatan masuk ke Desa;
d. pencermatan ulang dokumen RRIM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyusunan RKP Desa fnelalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa;
g. penetapan RKP Desa; t.

h. perubahan RKP Desa; dan
i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 32

(i) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangLlnan Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa"

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Pasal 33

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RpJM Desa; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian

yang dibutuhkan.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal

dari warga masyarakat Desa dan/atau perangkat Daerah.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) huruf b,

dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman
Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan'Tim Plnyusun RKP Desa

Pasal 34

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa
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{2} Ketentuan mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana
yang tercantum dalam Pasai 9.

(3) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling iambat bulan
juni tahun berjalan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikurt:
a. pencerrnatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan

masuk ke Desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d" penyusunan rancangan daftar usuian RKP Desa.

Faragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Fenyelarasan Program/Kegiatan Masuk
ke Desa

' Pasal 36

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b" rencana program/kegiatein Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala
Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan juli setiap tahun
berjalan.

Pasal ll7
(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang meliputi:
a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara;
b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Daerah;
c. rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Tim penyusun RKP De sa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1) yang meliputi:
a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
b' rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah; dan
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunp"n yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pence.matan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
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Fasal 38

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal
terjadi keterlambatan penyampaia.n informasi pagu indikatif desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)"

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan"

'' Paragraf 5

Pencermatan Ulang RRIM Desa

Pasal 39

(1) Tim penyusunan RKP Dest *"rr"6rmati skala prioritas usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalarh dokumen RPJM Desa.

(2) Ilasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusLln RKP Desa dalam menyusun rancangan RKp Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Fasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ;

b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa;
d. rencana kegiatrln Pemerintah, Pernerintah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g, hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan keq;asama Desa dengan piha.k ketiga.

Pasal 4l.

(1) 'lim penyllsun ttKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Deser sesuai jenis rencana kegiatan.

(2\ Pelaksana kegi;rtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meiipulj:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. benclahara; dan
d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

(1) Rancangan RKP Desa paling'sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioril.as program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desat;
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c. prioritas prograrn, kegiatan, dan anggararl Desa yang dikelola melaiui
kerja sama. antar-desa dan pihak ketiga;

d" rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikeloia oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau Llnsu"r masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa,
Perangkat Daerah yang'' membidangi pembangunan infrastruktur
dan I atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desq

Pasal 43

Rancangan RKP Desa sebag'aimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1)
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 44

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, danlatau Pemerintah Daerah.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usurlan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancanga.n daftar usulan RKP Desa.

Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKp
Desa"

Pasal 45

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 46

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 45.

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyr-rsun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(2)

(3)

t4\

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(+)

(1)

(2\

(1)
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(3) Dalam hal kepaia Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 47
(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKp
Desa.

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh.,Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur .masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama; t
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan; t.

e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; danj. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur

. masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 48

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
Masyarakat Desa.

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Daerah.
' (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
Desa yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan. teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuqn ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;



19

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kernasyarakatan
Desa.

Pasal 49

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t2) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa men]rusun rancangan Peraturan Desa tentang RKp Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 

f-3.).

Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RKP Desa.

Paragraf 8

Perubahan RKP Desa

Pasai 50

RKP Desa dapat diubah dalam ha1:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai

kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatarr pembangunan dalam RKP Desa yang

terkena dampak teryadinya peristiwa khusus;
c. men)rusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan

Rencana Anggaran Biaya; dan
d. menyusun rancangan RKp Desa perubahan.
Dalam hal terjadi perubahan RKp Desa dikarenakan perubahan
mendasar atas kebijakan seba.gaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b,
Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: !

a. mengumpulkan dokumen perubahan rnendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pernerintah Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, danlatau Pemerintah Daerah;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

h.

(4)

(s)

(1)

(2t

(1)

(2)

(3)



(1)

t2)

(3)

{4)

(1)
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(3)

(4)

(s)

(6)

2A

Pasal 51

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam
Fasal 49.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyLlsunan perubahan APB Desa

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
'Pasal 52

Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.

Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat tanggal 31 desember tahun berjalan.

Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di daiam musyawarah perencanaan pembangunan
Kecamatan dan Daerah .

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PtrMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Un:urn

Pasal 53

(1) Kepala Desa mengoordinasikan ke giatan Pernbang\rnan Desa- yang
dilaksanakan oleh perangkat f)esa danlatau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa'
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(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakeloia Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa' mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
Pembangllnan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak
ditetapkan APB Desa"

Pasal 54

(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral danlatau
program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pernerintah,
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam ha1 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor' dan/atau program Daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di
Desa dicatat dalam APB Desa.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), menyatal<an
pelaksanaan program sektor dan'latau program Daerah didelegasikan
kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau prograrn Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

(5) Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor
dan/atau program Daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan
atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasb"r
pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada Bupati melalui Camat,

Pasal 55

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor d,anlatau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56 !

Tahapan persiapan meliputi:
a, penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapandokumenadministrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/rnaterial.
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Paragraf 2

Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 57

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercanturn
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam ApB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala
Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar
desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah
pelaksana kegiatan.

, Pasal 58

Pelaksana Kegiatan Bertugas Membantu Kepala Desa Dalam Tahapan
Persiapan Dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja

'Pasal 59

(1) Pelaksana kegiatan menyuslrn rencana kerja bersama Kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. Iokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa;

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan

Pasal 60

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKp Desa, ApB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;
b. musyawarah dusun;
c. musyawarahkelompok;
d. sistem informasi Desa berbasis website;
e. papan informasi Desa; dan
f. media lain sesuai kondisi Desa"

Paragraf 5

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
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Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Daerah
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Pelaksanaan pembekalan sebagairnana dirnaksud pada ayat {2) dilakukan
dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud, pada ayat (3)
antara lain meiiputi:
a. kepala Desa;
b. perangkat Desa;
c. Badan Permusyawaratan Desa;
d. pelaksana kegiatan;
e. panitia pengadaan barang dan jasa;
f. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
g. lembaga pemberdayaari'masyarakat..

Pasal 62

Pembekalan sebagaimana dimaksu& dalam Pasal 60, antara lain:
a. pengelolaan Keuangan Desa;
b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
c. pembangltnan desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis adrninistrasi
pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen
pertanggunpj awaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi
kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.

Kegiatan pembekalan Pembangunan l)esa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen
kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala

administrasi

(1) dalam
Desa.

(1)

(2\

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit meliputi:
a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
b. dokumen APB Desa;
c. dokumen administrasi keuanghn;
d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan

dilakukan;
e. daftar masyarakat penerima manfaat;
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan

pekerjaan;
menyelesaikan
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g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga
rnasyarakat kepada l)esa atas lahanltanah yang menjadi Aset Desa
sebagai dampak kegiatan Pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa
atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa;

i" penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
danlatau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa;

.j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi
danlatau ta.naman yang, terkena dampak kegiatan PernbangLlnan
Desa; dan

k. laporan hasil anaiisis sederhana. perihal dampak sosial dan
lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Materia1

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan Pembangirrr^.r Desa mengutamakan pernanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 65

(1) Kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa
paling sedikit meliputi:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;
d, pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor,

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

(1) Kegiatan mendayagunakan sumber daya aiam yang ada di Desa, paling
sedikit meliputi:
a. penda.taan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan
c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa. ,

Pasal 57

(1) Kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa,
paling sedikit meliputi:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,

sumbangan dari pihaF ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga;
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25

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela
sebagaimana dimaksud pad:r ayat (1), paling sedikit sesuai dengan
rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

Pasatr b8

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, paling sedikit
mengadministrasikan dokumen:
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau

pihak ketiga kepada Desa atas ldnanltanah yang menjadi Aset Desa
sebagai dampak kegiatan Pembangunan Desa dan diikuti dengan
proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa; dan

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa danlatau
pihak ketiga untuk tidak merryinta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa.

Pembiayaan akta hibah ."U"gui*ana dimaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APB Desa.

Fasal 69

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak rumah tangga miskin atas Aset lahanltanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa. .

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui
APB Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
melalui mekanisme Pembangunan Desa secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakeiola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diseleng'garakan pengadaan
barang danlatau jasa.

Ketentuan mengenai pengadaan barang danlatau jasa di De sa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)
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Bagian Keti.ga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf X

Umum

Pasal 7tr

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang paling
sedikit meliputi:
a. rapat kerja dengan peiaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan,penyelesaian masalah;
e. penyusunan iaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa daiam rangka

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil/<egiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerjh Pelaksana Kegiatan

Pasa|72
(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam

rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa"

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
sedikit 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan tselanja Negara.

Pasal 73

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), membahas
antara lain:
a. perkembanganpelaksanaankegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya"; dan
e. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur DeSa

Pasal T4

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal
dari masyarakat desa.
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Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Desa rneminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat
berasal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan
umum dan/atau tenaga pendamping profesionai.

Pasal 75

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seiuruh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3
(tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan perneriksaan terhadap 40% (empat

puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan- terhadap 80% (delapan

puluh per seratus) dari keselun-lhan target kegiatan; dan
c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap loo% (serarus

per seratus) dari keseluruhan target kegiatan"

Femeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan
pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hrasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 76

Bupati menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak
pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam
PembangLrnan Desa dalam hal teriadi:
a. kenaikan harga yang tidak u,,ajar;
b. keiangkaan bahan material; danlatau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir

dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiat-an
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 76.
Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditptapkan dalam ApB

Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2" bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah.

b. tidak mengganti jenis kegia.tan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh Kepala Desa.
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Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 78

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar desain dan perubaharr rencana anggaran biaya dalam hal terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangLrnan infrastruktur
Desa.

Berita acara sebagaimana dirnaksud pacla ayat (2), menjadi dasar bagi
Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
Ketentuan mengenai perubahan r pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan penyelesaian Masalah

Pasal 79

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi
kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan
d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan

penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dane. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara mandiri oleh Desa berclasarkan kearilan lokal dan
pengarusutamaan perdamaian melalui Musyawarah Desa.
Dalam hai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan ditgangkan
dalam berita acara Musyawarah Desa.

Paragral'6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal B0

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembpngan pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Desa.

(1)

(3)

(2)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)



(2)

(3)

(1)

(2\

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan"
Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8i
Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal Tg, dituangkan dalam
format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desayang paling
sedikit meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi O?/o (nol per seratus), 40olo

(ernpat puluh per seratus), Sook (delapan-puluh per seratus), dan
Loooh (seratus per seratus), yang diambil dari sudut pengambilan
yang sama; f

c. foto yang memperlihatkan, orang sedang bekerja dan/atau
melakukan kegiatan secaira beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada
tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.

Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 82

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa,

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun
anggaran berikutnya.
Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala

Desa; dan
b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala

Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasai 83

Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberil.ran masukan kepada Kepala Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 84

Pelestarian dan pemanfaatan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan danrrnenjaga hasil kegiatan pembangunan
Desa.

Pelestarian dan pemanfaatqn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu

dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian clan
pemanfaatan hasii kegiatan Pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ketentuan mengenai pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PtrMBANGUNAN DESA

Pasai 85

(1) Pemerintah Daerah, dan pemerintah Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

melakukan upaya

Pemberdayaan .masyarakat sebagaimana dimakspd pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan d.an pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangllnan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pernaritarJan Pembangunan Desa sebagairnana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(2)

(3)

(4)
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Pasai 86

(1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diiakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau
jasa, pengad.aan bahan/material, pengadu..., t"rrrga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan.pembangu.nan desa.

(4) Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.

p..it sz

(1) Bupati melakukan pemanfauan dan pengawasan perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan

Pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan baiik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan
Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

(2\ Dalam ha1 terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati
melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;

b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal
mempercepat Perencanaa.n Pembangunan Desa untuk mernastikan
APB Desa ditetapkan 31 desember tahun bedalan; dan

c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan Pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kegiatan dan format Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



32

BAB VII

KETENTUAN PtrNUTUP

Pasai 9O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2019

KSANA TUGAS

SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada' 22 Jul-i 201q

E IS DAERAH
N CIANJUR,KABU

UBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN PEP ^,TURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 34" fAITJIY 2019
TENTAN(} : FEMBANGUNAN DESA

A" FORMAT PERENCANAAN

I" FORMAT DAF"TAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSi

SKPD Pengelola,

Mengetahui,
Kepala Desa,

(....)

Desa. tanggai.
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan
Dusur.r Rt/R
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til, PORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

-3

DAF*TAR SUMT]ER DAYA I\,{ANUSIA

DES :

KECAMATA]i:
KABUPATEN:
PROVINSI :

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan

1 Bggds d-c.8..4.?r_r_ ks,f uarga
i.*,.{,iinlurr.. p93d9 dgk,1.ql4-1q Ei oraflg
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlall keluarga keluarga

2 fi s**hslp-p-*..gh3p-1h{1.:*H**p-engs4sh
_e''89-f _t*ilie+,.pgliki4qlt,perkebunan
b. Pertambangan dan pengqalian

.9.:.-l*-4g gJrj p..-e..*gght]?*..(p.s.brii1, kqlajinq4, dll)
d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
.9-:..**glgk*r.pglgl*-qs*gg**.Bg$.1***esi
. Jasa (

.9.,..1*i*$..y9-.(g{, ggp, ligt{k, konstruksi, perbankan, d11)

.) Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendictikan
a. Lulusan S-1 keatas r 8 0rang
b. Lulusan SLA 252 rirtl9
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 0rang
_e_, 

Tid.qk, lqqat SD/ tidak sekolah 29 r)rang

Mengeta}.ui
Kepala Desa

Desa.......... tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

{"""" I I r

i(eterangan: \ .'""""""'t
. D = SDA dalam Desa

K = SDA terkalt Kawasan perdesaan/ Wilayah Antar Desa



IV. F'ORMAT DAF'TAR SUMBOR DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SIJMBI.]R LIAYA PIiMRANGTJNAN

DES :

KtrCAMATA]T:
KABUPATEN I

PROVINSI :

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

CONi'OTI
I Aset prasarana umum

a. JaJan
tr, Jernbatan

2 Aset Prasarana pendidikarr.
a. Geduns Paud
b. GedunsTK
c. Gedung SD
d. Taman Pendidikan Alqur'an

J Aset prasarana kesehatan I
a. Posvandu
b. Polindes
c" MCK
d. Sarana Air Bersih

4 Aset praseuana ekonomr
a. Pasar desa
b. Tempat Peleiangan Ikan

5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. "Iumlah kelompok usaha
b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

6 Aset berupa modal
a. Total aset produktif
b. Total piniaman di masyarakat

Mengetahui
Kepala Desa

Desa...,...... tanggal
Ketu.a Tirn Penyusun RPJM llesa



V. FIORMAT DAF'TAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAY,4

-J-

DAtr"fAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :

KABUPATBN :.........
PROVINSI :

No Uraian Sumber Daya Sosial BudaYa Jumlah Satuarr

I i:I
I

l

I

..",....'.""'.'..'... 
"".. 

, 
.'' .......""."......." 

].""'"." 
',....."" 

,..

i'..1

I. ...1 .

Il:::: t

I

I

I
I

Mengetahui
Kepala Desa

Desa,,...,.1.r. r, 1,-... r, tanggal,. r., ...,), r..

Kehra Tim Penyusun RPJM Desa

tt(i.............."

Keterangan ; Sumber daya sosial diisi dengan 6udaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-

kegiatan Ggtong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta

pengembangan dari kegiatan/ festjfal seni-budaya lainya '
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1/I. FORMATREIfiPITULASI USULAN RENCANA I{EGIATAN PEMTIANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :

KECAMMAN:
KABUPATEN:
PROVINSI :

No
Usulan Rencana Kegiatan

berdasarkan Bidang
Rencana Lokasi

Kegiatan
Perkiraarr
Volume

Satuarr
Penerima Manfaat

Laki-laki Perempua-r: A-RTM

I

ll

UI

Penyelenggaraan pemerintahan dr
1. Penetapan dan penegasan bata
2" Pendataan I)esa
3. Penlrusunan tata ruang Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan-jalan
2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan
L. Pembinaan PKI{
2. Pelaksanaan Siskamling
3, Pembinaan kerukunan umat br

Pemberdayaarl Masyarakat
1. Pelatihan tata boga
2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMI)

Dusun Karangrejcr 1 paket

Mengetahui
Kepala Desa

t ....................".... -....".... ".. " )

Keter:angan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa......... tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



-7 -

VII. FORMAT DAF']i{R GAGASAN DUSUN/KEI,OMPOK

DAF"TAR GAGASAN DUSUN/ KEI,OMPOK : .............'..

DESA i

KECAMATAN ]

KABUPATEN :

PROVINSI :

No Gagasan l(egiatan I-okasi Kegiatan
Prakiraan
Volume

l.atr r
Penerirna Mnnfaat

LK PR A.RTM

1

2
3

Contoh
Rehabilitasi Gedung Posyandu
Pembangunan jaringan irigasi

::,"*". 
tata troga

RT. Ol
RT. 02 dan RT 03
R',I'" 0L, 02, 03

1

1200
15

unit
meter
ora]ng

35
100

5

40
t25

10

27
90
I

Mengeta}.ui
Kepala Desa

Desa.......... tangJal
Ketua Tim Pen5rusun RPJkI Desa
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XI. FORMAT BBRITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJiAN KEADAA}I DT'SA

BERITA ACARA
PEI,AKSANAAN PENGI.I,AJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa. di Desa
Kabupaten/Kota ..... Frovinsi....
Desa ....... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam
Tempat

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepal1 dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. .Agenda kegiatan yang dilakukan didalarn prCIses

pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram keiembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan clisahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagairnana mestinya.

, Tanggal, ..., .

h{engetahui,
Kepaia Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
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HI" PORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKA.IiAN IffiADAAN DESA

LAPORAN
PtrLAKSANAAN PENGKA.]IAN KEADAAN DESA

I.}HSA :

KUCAMT{I'AN : ......."
KABUPAIHN :....."
PROVII{SI :........
I. Latar Belakang

Conto1:.
Saiah satu elemen rnendasar dala-tn penyelenggaraan pembangunan rlesa adalah
keterserliaan RRJMlles dan RKPDes. Karena kectrua rlokurnen tersebut merupakan arah rtran

kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. l\tlaka ki-rai-ltas

RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk rrenjadi perhatian baik dari se6gi proses
penyLl.sunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-u"ndangan.
Pengkajial Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyu$unan Dokumen Perencanaan Desa.

II dj;ur','"'
ilont-oh t
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara oLrlrektif, lengkap dan cermat:
a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/I(ota
b Pengkajian Potensi l)esa r'

c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d }'}engkqian permasdatrarr yang drhadapl
e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f .......

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Unnl.otl
Pengkajian keadaan desa dilakukal oleh Tim Fenyusun RPJMDes dengan ciipa-nr1u oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode
Cnntoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
F'3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

vi. [r.At' KAii'DAr\i'ii{STitUM'EN 
"

Uontorr
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dal Bagan Hubungan
Antar Lembaga/ Keiembagaan.

VII. PROSBS PtrLAKSANAAN
Contnh
a Mengikutr sosialisasi dan/atau mendapatkan intormasi tentang arah kebijakan

pembangunan kabupaten/ kota
b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
c Memfasilitasi masyarakat dalarn pertemuan d.i tingkat kelompok atau dusun untuk

. menemukenali peluang pendayagunaan surnber daya Desa
d Memfasilitasi masyarakat dalam perternuan <1i tingkat kelompok atau rlusun untuk

merumuskan usulan rencana kegiatal
e Membuat rekapitulasi usulnn rencalla kegiat"an pembangunan Desa clari dusun

dan/ atau kelompok masyarakat
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PBNGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

Ix. HASIL
Contoh
1 Data desa yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupatenlkotayang akan rnasuk ke

Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat
5....

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh '-- ' ------ -- r'-

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

f
:

.......) Tanggal,
Mengetahui, ' Ketua Tim Penyusun RPJI\4 Desa

Kepala Desa

(..... ......)
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XIII. FORMAT BBRITA ACARA MUSYAWARA{-{ DESA PENYUSUNAN RP.JM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DF]SA

PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,
teiah diadakan musyawarah Desa di Desa.

Kecamatan..... Kabupaten/Kota.
Hari dan Tanggal : .....
Jam
Tempat

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok rnasyarakat, sebagaimana daftar hadir terlarnpir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Desh. ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musya : ..... dari .

Notulen : ..... dari. ...."...:"".'
Narasumber : 1... .dari

2...... "....dari
3. ...........dan set"erusnya

DeLelarl LllraKuKan pe[rDarlasan te]'{raoap urater1, rierarrJuurya serurur}
peserta musyawarah Desa menyepakati }:eberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
hahrTrrorrn6n pp TI\/t T-\asa rraitrr '

I)emikian Berita Acara ini dibuat cian disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

.., Tanggal, ..., .

Mengetahui Ketua BPD
Kepaia Desa

Wakil Masvarakat

...)
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XV. FORMAT BERITA ACARA PE}ryUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa. kecamatan.....
kabupaten/kota. provinsi. dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....
Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangq.n RUM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan daiam rangka penyusunan rancangan

2....
3....

Hasil kegiatan berupa rancangan RFJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

ret,,^ ii* r;;r;;fH-fr** D*;*
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XVI. F'ORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan . Kabupaten/Kota
Provinsi. pada :

Hari dan Tanggal i

Jam
Tempat

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang

dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir'
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa

ini serta yang bertindak selaku urisurl pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah : :

A. Materi r.

B. Pimpinan Musyawarah dan Irlarasumber
Pemimpin musya : ..... dari
Notulen ; .... ., dari
Narasumber : 1 ... dari .

2....." ......dari
3. ...........dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pemLrangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjacii kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

2......
3......
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungiawab agar dapat dipergunahan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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XVtrI. FORMAT BERITA ACARA PtrNYUSUNAN ITKP DBSA MELALUI MUSYAWARAH DtrSA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DBSA

ME]-ALLiI MLIRYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Ilesa Kecamatan.....
KabupatenlKota Provinsi... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam
Tempat

telah diadakan acara musyawara.h Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, setragaimana daftar hadir terlampir.

IVlateri yang dibahas dalam musyawarah Desa ini se*a yang-bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
Contoh I
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim ver{fikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpinmusyawarah : ..... .".....dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap mat-eri, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah Desa menyepakati beberapa hat yang berketetapan menjarli
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalalrl rangka penyusunan RKP Desa

2. .....
3. ..."

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
..., Tanggal, ..., .

Ketua BPI)
Kepaia Desa

(." .)

Wakil Kelompok Masyarakat

{.............)

Notulen
Narasumber



XVIII. FORMAT PACU iNDiKATiF DESA

- lc) '

PAGU INDII{ATiF DESA

KECAMATAN i

KABUPATEN :

PROVINSI

No
Indikatif Prograrn/

Kegiatan Desa

,Surnber D arra Indikatif

Dana Desa
(APBN)

,{lokasi Danil
I)esa

(bngian dana
perimbangaf}
kab,/ kotai

Dana bagian dari
hasil pajak dan

retribusi

Bantuan keuarrgan

APBD
Provinsi

APBD
Kabupaten/

Vata

Contnh

I
Penyelenggaraan
pemerintahan desa

'I

II
Pelaksanaan
Pernbangr-rnan Desa

TI
Pembinaan
Kemasyarakatan

IV

'PetuiSefilajia,ii'i

Masyarakat

Desa,......,. tanggal
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
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XA. FORMAT DAT'TAR RENCA]\IA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN IKOTA
YANG MASUK KE DESA

DAF'TAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASIJK KE DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI ;

Ncr Asal Program/ Kegiatan Nama Prograrn/ Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana

lPn )

Prakiraan
Pplalzqan a

Contoh
1 Dari Pemerintah Air Bersih 800.000.000 PU Pusat

r) Dari Pemerintah Daerah Provinsi

,l Dar{ Pemgfnlah Qa91'ah Kqbgpglgn

I

1
Dari Penjaringan Aspirasi lVlasyarakat
oleh DPRD Kabupaten/ Kota

Desa..,,..,.,. tanggal
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

( . . . . . . .'r . . . . . " . . . . . . . ' . . . . , ' . . . . " 
. ' . )
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XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAY,A (RAB)

RENCANA AI\IGOARAN i3IAYA (RAR}

DESA :.........,......,..

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan ha.sil industri
Ii-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesi[
Ill-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayalan tenega urrtuk pengufiIpulari bairarl

mengetahui :

Kepala Desa

(..............,.....................,.)

... ... ... ..,Tanggal...... .,... ... ., '..

Tim Penyusun RKP Desa

(..... ... ...........,.........,.....)

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan
Rp

Total Jumlah

a b c d e=.bxd
1. BAHAN
1.1
t.2
1.3
t,4
1....

Suh Total 1 Fn Ro
'2, t\Lht
2.1

aa

2. .."

Sr"rb l'otal 2l P Ro

3.1
5.2
3.3

I

Sub Total 3 ) Rn Pn

lTotal 131ava
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XXIV. F'ORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TBKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSALTEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :

Bidang :

Kegiatan :

Volume l

Kecamatal :.......,.,....

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksa.an dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi
1 WakilMasyarakat : 1........."...
2 Pendamping Profesional :

Kabupaten :..........,,.....
Provinsi :

3 Dinas Instansi Terkait : 3.
4 ..........,.... :

Jenis Dokumeri yang Diperiksa
Atla lvlemenr.rhi.

Syarat

Ada & Tidak
Memenuhi

Svarat
Tidak Acla

1 Sketsa iokasi kesiatan

2 Dokumen survev teknis

J Garnbar desain

4 Perhitunsan vnlume

5 Survev harBa bahan dan alat

6 Kesenakatan rrembavaran unah keria I

7 Perhitunsan RAB

I Kaiian sederhana mengenai clampak lingkunfiur

I Pernvataan hibah lahan dari masyarakat

i0 Pernvataan kesanssupalt tidak minta {anti rugi

11 Kesansguparr swadava dan gotong royong

L2 Rencana Denssurlaan alat berat

t,IJ Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 Data oemanfaat
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XXV. FORMAT DAH]AR USULAN RKP DESA

DAFTAR
TAHUN :

USULAN RKP DESA

DBSA
KBCAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No

Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi Volum.e

Sasaran/
Manfaat

ttax1raal1
Waktu

Pelaksana
,t 1'1

Praku:aan
Ifiava dan

Bidang
Jenis

Keeriatan
Jumiah (Rp)

I

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa

I

Jumlah Per Bl4ang 1

) Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

4
t)

Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

At
Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidans 4

JUMI,AH TOTAL

Mengetahui
Kepala Desa

Desa ......, tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.
Kecamatan..... "..".. Kabupaten/kota....
Provinsi. . pada :

Hari clan Tanggal :

Jam
Tempat

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP D-esa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

I
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

1 .... .

2....
3....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggu.ngjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa il;; t;;;;?;ff:!*;;";

(....
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA DESA

BERiTA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA DESA

Berkaitan dengan pen5rusunan rancangan
Kabupaten I kota.....Provinsi.. "..pada:

Hari dan Tanggal
Jam
Tempat

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh Kepala Desa, unsur perangkdt Desa, BPD,. wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan mupyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
...dst.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan t(arasumber
Pimpinan Musyawarah : ......... dari
Notulen : .-...... dari.
Narsumber : 1. .....dari.

2. dst.
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawa-rah perencanaan pembanguna
Desa daLam rangka pen5rusunan rancangan RKP Desa yaitu:

."...... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RKP Desa, di Desa.....

..........Tanggd,....,....,.....
Kepala Desa,Ketua BPD

Wakil Masyarakat

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal SS Sult

SANA TUGAS
J.&TLCIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

*sts


